
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pcmbentukan 
Daerah-Daerah Tingkat Il di Sulawesi [Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tabun l 959 Namar 74, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tcntang De (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lcmbaran Negara Republik 
lndonesiaNomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kaU 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kcdua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pcmerintahan Daerah [Lembaran Negara Republi.k 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara 
Rcpubli.k Indonesia Nomor 5657\; 

Mengingat 

BUPATl MUNA, 
a. bahwa sehubungan dengan edanya pengurangan juml 

Dana Desa (ADD) untuk etiap desa di Knbup ten Mun 
2017 dan perlunya penyempurnaan peng ruran m n n 
prioritas penggunaan dana Aloka · Dana D (ADD) T 
2017 khususnya menyanglrut peruntukan perjalanan 
serta pcrlunya penyesuaian terhadap pengaruran ID,:-.u.11,,;;UAw 
tahap penyaluran dan pen.yampaian laporan reali 
penggunaan ADD Tahun 2017 sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku, hingg 
Peraturan Bupati Muna Nomor 11 Tahun 2017 tent.ang Pedoman 
Alokasi Dana Desa iehun 2017 perru dilakukan perubahan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan bagaiman dimaksud pads 
huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bup ti tentang 
Perubahan atas Peraturan Bupati Muna omor 11 Tahun 2017 
tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana De Tahun 2017. 

Menimbang 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

TENT NG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 11 IAHUN 2017 TENT O 
PEDOMAN PENGELOLMN ALOKASI DANA OESA 'fAHUN 2017 

PERATURAN BUPATI MUNA 
NOMOR TAHUN 2017 

PROVINS! SULAWESI TE GG RA 



Pasal 7 
(1) Besaran ADD sebesar Rp. 63.460.456.500,- (enam puluh tiga miliar empat ratus 

enam puluh juta empat ratus lirna puluh enam ribu lima ratus rupiah] sebagaimana 
tercantum daJam Lampiran r yang merupakan bagian tidak terpisankan dari 
Peraturan Bupati ini. 

(2) Bes~an ADD ~esa Persiapan sebesar Rp. 3.600.000.000,- [tiga miliar lima ratus JU ta 
rupiah] sebagaimana tercanturn dalam Lompiran II yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal I 

1. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) drubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut: 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Muna Nomor 1 i Tabun 2017 tentang Pedoman 
Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tabun 2017 (Betita Daerah Kabupaten Muna Tahun 2017 
Nomor 11) diubah sebagai berikut: 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
BUPATI MUNA NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN 
PENGEWLAAN AWKASi DANA DESA TAHUN 2017. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang De a 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, 
Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pernerintah Nomor 47 
Tahun 2015 [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5717); 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 2093); 

6. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 5 Tahun 2017 
tentang Perubaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Ka6upaten Muna Tahun Anggaran 20 I 7 (Lcmbaran Daerah 
Kabupaten Muna Tabun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Muna Nomor 5); 

7. Peraturan Bupati Muna Nomor 16 Tabun 2015 tentang 
Pembentukan Desa Persiapan dalam Wilayah Kabupaten Muna. 

8. Peraturan Bupatf Muna Nomor 40 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan besa Persiapan Pembentukan Desa Persiapan 
Desa Labasa Selatan, Desa WaaJe-Ale Barat, Desa Pandang, Desa 
Matombura Kanini, Desa Teweghu, Desa Kasasino Sara, dan 
Desa Oengkalogha 

9. Peraturan Bupati Muna Nomar 53 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan Desa Persiapan Mantobua Barat; 

10. Peraturan Bupati Muna Nomor 11 Tahun 2017 ten tang Pedoman 
Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2017. 



Pasal 8 
(1) Prioritas penggunaan ADD tercermin dalam APBDesa yang disusun sesuai ketentuan 

yang berlaku. 
(2) Prioritas penggunaan ADD Desa Persiapan tercermin dalam APBDesa Desa lnduk yang 

disusun sesuai ketentuan yang berlaku. 
(3J Penggunaan ADD diprioritaskan untuk belanja di bidang pemerintahan, bidang 

pemberdayaan masyarakat, bidang pembangunan desa serta bidang pembinaan 
kemasyarakatan yang meliputi: 

1. penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; 
2. biaya operasional Pemerintah Desa meliputi: 

a. belanja bahan pakai habis kantor (ATK) 
b. belanja rapat; clan 
c. perjalanan Dinas dalam/luar Daerah, yang diperuntukan untuk: 

1. konsultasi tentang peningkatan kapasitas penataan kelembagaan desa, 
pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pembinaan 
kemasyarakatan; 

2. menghadiri undangan rapat=rapat koordinasi dan upacara; dan 
3. mertgikuti bi.mbingan teknis. 

3. belanja operasional kelembagaan Desa meliputi: 
a. belanja operasional BPD; 
b. belanja operasional LPM; 
c. belanja operasionalTim Penggerak-PKK; 
d. belanja operasional Majelis Taklim; 
e. belanja operasional Karang Taruna. 

4. belanja Insentif kelembagaan Desa meliputi; 
a. insentif LPM 
b. insentif pegawai SARA (imam, hatib, modhin/lebe); 
c. insentifgufu mengaji; 
d. insentif Pertahanan Sipil Desa (Hansip Desa); 
e. insentif operator Desa; 
f. insentif Kader Posyandu; dan 
g. Insentif Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD); 
h. Insentif RT /RW 

5. belanja kegiatan perencanaan pembangunan Desa; 
a. biaya penyusunan atau review doJfu.men RPJMDes; 
b. biaya penyusunan dokuffiefi RKPDes; 
c. biaya penyusunan desain, Rincian Anggaran dart Biaya (RAB); 
d. biaya penyusunan dokumen APBDesa; 
e. biaya sertifikasi kegiatan fisik; dan 
f. biaya penyusunan laporan pertanggungjawaban Desa, 

6. belanja modal peralatan kantor; 
7. biaya peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan dan Perangkat Desa; 
8. biaya pengadaan dan/ atau perbaikan sarana dan prasarana serta 

pengembangan kelembagaan Desa, meliputi: 
a. belanja pengadaan fasiltas den/ atau rehabilitasi kantor Desa; 
b. belanja pelaksanaan lomba Desa tingkat kecamatan. 

9. bidang pembangunan Desa 

Kb' etentu~ Pasal 8 ayat (3) angka 2 huruf c clan ayat (4) huruf b diubah sehingga Pa I 8 
erbunyi sebagai berikut: ' 



Pasal 14 
(1) P y lunm tah p m seb gaimana dunaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c, 

t lah K p J De a menyampaikan: 
i ADD tahap m tahun anggaran berjalan; 

l por n r i ADD bagalmana dimaksud pada huruf a, mendapat 
UJUtm/rr-k mend i dari Camat: 

nc tn Pr'.n11_,gun n D na (RPD) hap ItJ tnhun anggaran berjolon; 
tf P rub h P raturan De tentang APO De {/lka tula] 

( ) Lopor: n re 1 1 ADD tah p I tohun anggarnn berjnJ, n seb galmnna dim kaud pada 
v I t J) huruf dan Rf nc n Penggunrurn Dana (RPO) l hap JU ebegalmenc 

rd y r (I) huruf , di amp ikun kepud Bup th me! lui umnt gunu 
" ,~k,,m 11d i untuk 1111,.ruok n kepada Badan Kr.unngnn clnn A t 

l"'t ntuan Pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf b dan ayat (2) diubah, sehingga Pa al 14 
b nyJ bagai berikut.: 

Pasal 13 
( 1) Penyaluran tabap TI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, 

dilakukan setelah Kepala Desa menyampailcan: 
a. laporan reali asi ADD tahap I tahun anggaran berjalan; 
b. laporan realisasi ADD sebagaimana d.imaksud pada huruf a, mendapat 

p rsetujuan/rekomendasi dari Camat; 
c. Rencana Penggunaan Dana (RPO) tahap 11 tahun anggaran berjalan; 
d. Perubaban Peraturan Desa tentang APB Desa (jika ada). 

(21 Laporan reahsasi ADD tahap l tahun anggaran berjalan sebagaimana d.imaksud pada 
ayat (J) huruf a don Rencana Penggunaan Dana (RPD) tahap TI sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) huruf c, disa.mpai.kan kepada Bupati melalui Camat guna 
mendapatkan rekomendasi untuk diteruskan kepada Badan Keuangan dan Aset 
Daerah, 

3. Ketentuan Pasal 13 ayat f IJ huruf a dan huruf b dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 13 
bcTbunyi sebagai berikut: 

(4) Penggunaan ADD bagi Desa Pers.iapan diprioritaskan untuk: 
a. belanja barang dan jasa yang meliputi: 

1. penghasilan tetap perangkat Desa, 
2. belanja bahan pakai habis k ntor (ATI<); 
3. belanja rapat: 
4. ins ntil Bendahara Desa; dan 
5. insentif operator Desa. 

b. bi a perjalanan dinas dalrun/luar daerah, yang diperuntukan untuk 
l. konsult i tentang peningkatan kapasitas penataan kelembagaan desa, 

p mbangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pernbinaan kemasynrakatnn: 
2. menghadiri undangan rapat-rapal koordinasi dan upacara: dan 
3. mengikuti bimbingan teknis. 

c. belanja modal peralatan kantor. 
d. B' ya perbaikan arana dan prasarana serta pengembangan kelembaga.an 

Desameliputi: 
1. b lanja bantuan keuangan Program Kesejahteraan Keluarga (PKK); dan 
2. bclanja bantuan pembinaan anak dan remaja. 
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